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Jumlah Balita Stunting (orang) 

INDONESIA 
674.272 orang  



Prinsip Perencanaan dan Penganggaran 
Percepatan Penurunan Stunting 

Anggaran harus berdasar pada intervensi yang: 
•  Tajam 
•  Tepat Sasaran 
•  Konvergen 

•  Prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 

•  Money follow program  

•  THIS (Tematik Holistik Integratif Spasial) 

•  Keselarasan prioritas RPJMN & RKP dengan 
Renja K/L & RKA K/L 

•  Sinkronisasi pendanaan: belanja K/L, DID, DAK, 
APBD, Dana Desa 

Ditetapkan sebagai PN dan Major Project 
dalam RPJMN dan RKP 

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
yang terintegrasi 

Penguatan kebijakan melalui Stranas dan 
Perpres No.72 Tahun 2021 
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Input Proses Output Outcome Impact 

1 
2 

4 

3 

Konsep Pemantauan dan Evaluasi yang Diperlukan 

Mengukur capaian (output) dari intervensi kegiatan 1 

2 

3 
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Dalam satu platform yang mudah diakses, mencakup level 
pusat-daerah dan pemerintah-non-pemerintah  

Menilai kontribusi intervensi terhadap outcome dan impact  

Menilai pencapaian program per wilayah (kab/kota) 

Memberikan umpan balik bagi sistem perencanaan 

Penetapan target prevalensi stunting 

Intervensi diarahkan kepada ”indikator 
antara” dalam Perpres No.72 Tahun 2021 

K/L dan Pemda memastikan intervensi, 
pembiayaan, dan pemantauan kinerja 

Sesuai dengan prinsip Satu Data 
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Isu Strategis Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi  

Simplifikasi pengumpulan 
data dan pelaporan 

Satu Data “Stunting” Indonesia: standar data, 
metadata, interoperabilitas, kode referensi 

Digitalisasi 

Sumber data yang 
komparabel 

Pembagian dan 
mekanisme kerja 

lapangan yang jelas 

Konsistensi data dan 
intervensi dengan 
Theory of Change 

(fokus pada proses) 

Koordinasi menyeluruh 
(Satgas dan TPPS) 
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Penguatan Tata Kelola 
•  Pembagian peran BKKBN (koordinator pelaksanaan di lapangan) 

& Bappeda (koordinator perencanaan & penganggaran di daerah). 
•  Manajemen data terpadu. 
•  Penguatan penandaan (tagging) anggaran. 
•  Pembagian peran tim di lapangan yang jelas. 
•  Pengelolaan pengetahuan, termasuk praktik baik. 

Pembiayaan 
•  Penguatan konvergensi pembiayaan, 

termasuk penguatan penganggaran 
APBD dan dana desa. 

•  Pelibatan aktor non-pemerintah/SUN 
Networks. 

Penajaman Kegiatan dan Sasaran 
•  Diarahkan kepada keluarga 1.000 

HPK.  
•  Satu Data Stunting, termasuk 

integrasi data sasaran prioritas. 
•  Cakupan in tervensi spesi f ik 

minimal 90%. 

Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota 
•  Penetapan target stunting di setiap provinsi/kab/

kota. 
•  Penguatan pemanfaatan “8 Aksi Konvergensi”. 
•  Pembentukan tim percepatan penurunan 

stunting sampai tingkat desa. 

Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan 
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TERIMA KASIH 
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